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	ABSTRACT (10pt)
The election of regional heads or Regional Elections is a means of carrying out the election of leaders directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly (luber jurdil) by citizens of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The task of the Kudus Regency KPU is an effort to increase community participation, so the KPU has a role in increasing community participation to Novice Voters, the obstacle in the field that the role carried out through socialization seems old-fashioned then the lack of human resources to carry out socialization. Objective: The purpose of this study is to find out how the role of the Kudus Regency KPU in increasing the Political Participation of Novice Voters in the 2024 Regional Elections in Kudus Regency, as well as the factors that affect the increase in the participation of novice voters in 2024 in Kudus Regency. Methods: This study is a qualitative research with descriptive methods and inductive approaches using Role theories by Horoepoetri, Arimbi and Santosa, where there are three dimensions that are seen, namely the Role as a Policy, the Role as a Communication Tool, and the Role as a Strategy. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Results/Findings: The findings obtained by the researcher are that the role of the Kudus City KPU in increasing the political participation of novice voters by creating various programs, including Goes to School, KPU Run, Art Performance, Election Course. Then in the delivery of information, the KPU conveyed through 5 social media, Instagram, Facebook, Website, Twitter, and Youtube, then the KPU of Kudus City formed the KPU Smart House and SITANGKOT which can be used by the public to make complaints and obtain their rights in politics, as well as form democracy volunteers to increase socialization in the Kudus City. Conclusion: The role played by the Kudus City KPU in increasing the political participation of novice voters has been optimal, but in the implementation of socialization in the media social is not optimal because the form of socialization carried out seems archaic and slow in conveying information. Meanwhile, the factors that affect the increase in voter participation are political party factors, political socialization with volunteers, and political awareness factors.
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	ABSTRAK (10pt)
Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan sarana dalam melaksanakan pemilihan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas KPU Kabupaten Kudus yaitu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, maka KPU memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kepada Pemilih Pemula, kendala dilapangan bahwa peran yang dilakukan melalui sosialisasi terkesan kuno kemudian kurangnya SDM untuk melakukan sosialisasi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan KPU Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada 2024 di Kabupaten Kudus, serta faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi pemilih pemula pada tahun 2024 di Kabupaten Kudus. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori-teori Peran oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, dimana ada tiga dimensi yang dilihat yaitu Peran sebagai Kebijakan, Peran sebagai Alat Komunikasi, dan Peran sebagai Strategi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh peneliti yaitu bahwa Peran KPU Kabupaten Kudus dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan membuat berbagai program antara lain, KPU Kudus Goes To Kampus. Kemudian dalam penyampaian informasi KPU menyampaikan melalui 5 media sosial, Instagram, Facebook, Website, Twitter, dan Youtube, lalu KPU Kabupaten Kudus membentuk Rumah Pintar KPU yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengaduan dan memperoleh Hak nya dalam berpolitik, serta membentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan sosialisasi di Kabupaten Kudus. Kesimpulan: Peran yang dilakukan KPU Kabupaten Kudus dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sudah secara optimal tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi di media sosial belum optimal karena bentuk sosialisasi yang dilakukan terkesan kuno dan lamban dalam penyampaian informasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi pemilih yaitu faktor partai politik, sosialisasi politik dengan relawan, dan faktor kesadaran politik.
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PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan proses pemilihan langsung oleh masyarakat Indonesia untuk menentukan preferensi calon kandidat, dalam Pemilihan Kepala Daerah memiliki tiga ruang lingkup : diantaranya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, pemilihan Wali Kota untuk Kota. Seyogyanya, pemilihan kepala daerah memiliki nilai yang sama dengan pemilihan umum, yaitu dalam asas demokrasi dengan menjunjung nilai pemilihan dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia ( Luber ) dan Jujur, Adil (Jurdil) (Tiansah, 2023). Negara yang memiliki kualitas demokrasi, tentu akan mempertimbangkan segala struktural dan tatanan untuk menyongsong negara yang memiliki kualitas dalam prosedural demokrasi dalam suatu wilayah negara, Indonesia pasca reformasi memiliki transisi sistem yaitu Sentralistik menuju ke Desentralisasi (Musqith, Munadhil Abdul; Tayibnapis, 2022). Sistem yang menekankan untuk kewenangan, tanggung jawab bukan terkonsentrasi pada pusat saja, tetapi memindahkan kewenangan, tanggung jawab, sumber daya ke pemerintah daerah, hal tersebut sebagai upaya fleksibelitas dan akuntabilitas dalam negara demokratis (Satryo Pringgo Sejati & Ahmad Burhan Hakim, 2023).
Kata lain dalam pemilihan umum terkhusus pemilihan kepala daerah negara juga perlunya sebuah evaluasi dalam keberlangsungan pemilihan, di Indoenesia saat ini terus melaksanakan evaluasi prosedural (Hidayat et al., 2023), dalam pemilihan kepala daerah dengan di buktikan tentang perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dengan mempertimbangakan berbagai aspek penting dalam menjaga dan meningkatkan demokrasi dalam negara. Proses dalam seleksi pemilihan kandidat calon tentu berpengaruh dalam keberlangsungan dan sustanbility di suatu daerah, sehingga,  perlu kiranya negara mengevaluasi kebijakan dalam segala aspek poin dalam Undang- Undang dan tetap menerapkan asas dasar Undang-Undang 1945 sebagai pedoman-nya (Muzakkir et al., 2021). Pada era digitalisasi saat ini membuat lembaga pemerintahan terkhusus lingkup Komisi Pemilihan Umum, memiliki tugas pokok dan fungsi yang begitu berpengaruh dalam kontelasi pemilihan kepala daerah. Pasalnya era digitalisasi saat ini memiliki intensitas mempuni di kalangan usia produktif dan usia non-produktif, salah satunya yaitu disinformasi, mereka cenderung terkontaminasi oleh sebuah informasi yang kurang begitu jelas sumber dan akurasi data di lapangan. Media menjadi alat tombak bagi para kandidat dalam menggait suara dan mempengaruhi cara pandang masyarakat awam secara rasional, misalnya, media massa, media sosial, yang notaben saat ini masyarakat dari berbagai kalangan dan segmen memiliki alat komunikasi Handphone (Noorikhsan et al., 2023), sehingga menjadi peluang bagi para kandidat untuk memberikan pengaruh kepada pemilih (Wahuningratna et al., 2024).
Sosialisasi politik berfungsi sebagai metode pendidikan politik untuk mewujudkan kepentingan mereka dengan materi yang disampaikan, untuk menumbuhkan literasi dan solutif bagi masyarakat umumnya, untuk pemilih pemula khususnya, memilih calon menurut hati nuraninya, tanpa tekanan dari manapun (Suripto et al., 2023). Pemilihan kepala daerah atau sering disingkat pilkada merupakan persyaratan inti sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan praktik politik ketatanegaraan yang umumnya dilakukan hampir semua negara di dunia dalam pemilihan pemimpin/penyelenggara negara (Kurniawansyah & Alqadri, 2021). Namun, dalam kenyataannya terdapat pemilihan kepala daerah dengan tingkat partisipasi politik yang rendah. Dengan kata lain, relatif banyak warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau dikenal dengan istilah golongan putih (golput) maupun menggunakan hak pilih namun hanya untuk sekedar menjalankan hak tersebut tanpa benar-benar memahami pentingnya pemilihan kepala daerah seperti pada pemilih pemula. Terhadap permasalahan ini, salah satunya dapat dikurangi melalui pendidikan pemilih (Masyarakat et al., 2022). Pendidikan pemilih berisikan tentang pemahaman prosedur pemilihan untuk warga negara yang telah berhak memilih. Dari pendidikan ini diharapkan pemilih pemula berpartisipasi dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih. Tidak hanya itu, mereka diharapkan ikut mengawasi jalannya pilkada, setidaknya penyelenggaraan yang harus sesuai dengan prosedur yang benar.
Pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  tentang program, tahapan, jadwal, proses pemilihan kepala daerah dan makna serta pentingnya  pemilihan kepala daerah di dalam negara demokrasi Indonesia. Selain itu, juga  untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pendidikan pemilih bagi mahasiswa yang masih duduk di bangku perkuliahan merupakan upaya untuk mempersiapkan mereka menjadi pemilih cerdas sejak dini (Hariyanti & Sari, 2021). Menurut (Kamuli et al., 2023) pemilih pemula memiliki makna penting, yakni menjadi perebutan suara dalam pemilu. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemilih pemula kerap hanya dijadikan objek untuk mendulang suara menjelang pemilu. Pendidikan pemilih urgent diberikan kepada pemilih pemula karena mereka digambarkan sebagai pemilih yang labil, menentukan pilihan berdasarkan tampilan luar atau popularitas (Al Hamid & Hamim, 2023), memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah dan cenderung didominasi oleh kelompok teman sebaya (peer group) sehingga datang ke TPS hanya sekedar menggugurkan hak pilihnya. Pemilih pemula umumnya masih berstatus sebagai mahasiswa, sehingga panggung hiburan special performance Alma Esbeye merupakan wahana bagi pelaksanaan pendidikan pemilih di kampus IAIN Kudus.
Pemilih pemula menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan internal tanpa arah yang jelas, hingga tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional . Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang dihadapi pemilih muda dalam pemilihan umum harus dipahami dengan baik, terutama dalam rangka mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan progresif. Seiring dengan fakta bahwa para pemilih pemula ini akan menjadi pemimpin selanjutnya pada peringatan 100 tahun Republik Indonesia tahun 2045. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap eksis saat ini dan akan sangat ditentukan dalam pemilihan pemilih pemula.(Fathurokhman, 2022).
Menurut (Qoyyimah, n.d.) Sosialisasi beranjak dari kata sosial, dimana individu dilatih melaksanakan untuk lebih peka terhadap sosial, dalam makna yang lebih komprrehensif, sosialisasi diartikan sebagai salah satu prosedural atau mekanisme untuk memberikan pemahaman terkait tatanan sosial memberikan sebuah pengetahuan tentang norma norma sosial dan mengejawentahkan hal-hal yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sosialisasi sebuah prosedural interaktif di kehidupan sosial masyarakat dengan diampu oleh seorang fasilitator dalam memberikan materi yang akan disajikan mengenai berbagai aspek sosial. Sosialisasi menjadi kunci utama dalam berbagai bentuk agenda dengan manajemen besar, sebab perlunya untuk memberitahukan informasi yang bersifat ekslusif sebagai modal bekal mereka dalam mensukseskan hajat bersama. Sosialisasi juga membutuhkan sebuah strategi secara persuasif agar dalam komunikasi secara interaktif mampu menimbulkan impact pada psikis dan kognitif , dalam sosialisasi diperlukan pengakomodiran sebuah organisasi untuk memperhitungkan dampak yang nantinya akan bisa dirasakan oleh partisipan, sepertihalnya konsep dari manajemen adalah memperhitungkan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (Sari & Farid, 2021).
Menurut (Tesalonika et al., 2021) sosialisasi secara garis besar implementasi dibagi menjadi dua bagian, pertama dilaksanakan secara luring, kedua sosialisasi dilaksanakan secara daring, ketika pelaksanaan dilakukan secara luring akan memberikan pemahaman secara kompleks, pasalnya, dalam sosialisasi luring fasilitator menyampaikan materi secara langsung dengan bertatap muka dengan partisipan. Sosialisasi secara luring biasanya dilaksanakan secara intensi dengan mendatangkan narasumber yang mempuni dibidangnya dalam membawakan materi yang akan disampaikan, kemudian dalam penyampaikan berada dalam suatu tempat tertentu yang menjamin untuk memudahkan menyampaikan materi dan meminimalisir terkendala teknis, kemudian yang kedua, adalah sosialisasi secara daring yang berarti dilaksanakan tidak secara kontan atau dengan menggunakan media secara online dalam penyampaian materinya, sosialisasi dilakukan menggunakan media daring: sepertihalnya Zoom dan media lainnya. Sosialisasi secara daring memiliki impact positif dan negatif, salah satu impact positifnya adalah dapat memberikan informasi tanpa harus bertemu secara langsung, kemudian dampak negatifnya yaitu kendala teknis penggunaan sinyal yang buruk dan tidak terkontrolnya partisipan secara langsung, akan menghambat berjalannya sosialisasi .
Menurut (Jayanti et al., 2023)  Sosialisasi Pilkada Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1 Butir 24, Sosialisasi Pemilihan Umum adalah mekanisme penyampaian informasi tentang prosedural dan program penyelengggaran pemilu secara intensif. Pasal 5 tercantum dengan jelas sasaran sosialisasi adalah pemilih pemula, pemilih berrbasis keluarga, pemilih muda, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berbasis kebutuhan khusus, pemilih perempuan, kaum marjinal, keagamaan dan wargan Internet, patai politik, masyarakat umum, media massa, masyarakat adat, organisasi masyarakat dan sebagainya. Hal tersebut diupayakan untuk memenuhi tugas, pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan literasi pemilih, serta sebagai sarana untuk membentuk karakter partisipatif dalam memberikan hak suara mereka.
Pemilih pemula yang terdiri atas mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, sering kali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing vooters yang sesungguhnya (Reza Yuna Dwi Rahmawati & Sultoni Fikri, 2022). Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga lkut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita ditelevisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain. Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan(Haris Zulkarnain & Saufi, 2021) .
Selama ini pendidikan pemilih untuk segmen pemilih pemula cenderung dilakukan hanya menjelang pemilihan kepala daerah (tidak berkesinambungan), tidak dilakukan secara komprehensif dan sistematis (Kelibay et al., 2022). Seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi politik mahasiswa sebagai pemilih pemula terkait dengan pengetahuan seputar kepemiluan. Namun peran Komisi Pemilihan Umum dalam menumbuhkan literasi politik bagi pemilih pemula kurang optimal. Permasalahannya saat ini adalah pengetahuan tentang politik,demokrasi dan pemilu masih sebatas pengetahuan prosedural hak dan kewajiban warga negara, apalagi pada kemampuan teknis dan artikulasi dalam perilaku politik (Riau & Sorong, 2023). 
Komisi Pemilihan Umum sebagai badan untuk mengordinir prosedural dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah memiliki urgensi dalam pembentukan struktural prosedural, salah satunya, pembentukan Badan Adhoc (Syafarani, 2024). Tujuan dalam penulisan jurnal penelitian ini umumnya, berfokus pada lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas untuk pendidikan politik menjelang pemilihan kepala daerah bulan November 2024, serta khususnya sebagai penelitian untuk mengetahui seberapa jauh implikasi sosialisasi terhadap mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kudus, serta sebagai cakrawala dalam mengejawentahkan kontekstual penelitian untuk pengetahuan literasi bagi pemilih pemula secara luas kedalam materi kepemiluan. 
Pemilih Pemula cenderung memiliki intensitas secara psikis yang labil dalam menentukan preferensinya, salah satu penyebabnya disebabkan oleh beberapa poin : pertama, konflik dalam partai koalisi, kedua, konflik antar kandidat, ketiga, rasionalisasi pemilih pemula yang cenderung stagnan dan pesimis dalam memberikan suaranya (Kamuli et al., 2023). Faktor-faktor tersebut menjadikan terjadinya golongan putih (Golput) (Putra & Fauzi, 2020), padahal dalam memberikan suara setiap masyarakat merupakan suatu hal yang urgen, “One Man One Vote” yang memiliki notasi pentingnya untuk memberikan hak suara dalam pemilihan umum, karena memang memiliki pengaruh dalam akumulasi suara yang sah dalam pemilihan dan menjalankan hak untuk memilih, meskipun dalam realita asas undang-undang tidak ada hukum dasar untuk memberikan sanksi terhadap pemilih yang golput. Peneliti menduga bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kudus, dalam memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula terkhusus pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus memiliki impact siginifikansi, pertama, pemilih pemula menjadi mengetahui tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kudus, kedua, mahasiswa menjadi lebih mengetahui bagaimana membedakan anatara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, ketiga, materi yang disampaikan dalam sosialisasi akan memberikan pemahaman secara gamblang tentang pentingnya pemilih cerdas, dengan mengetahui latar belakang kandidat, lebih memahami strategi para calon kandidat dalam memberikan pengaruh di media massa, media sosial dan lebih memahami preferensi calon, ke-empat, sosialisasi melalui panggung hiburan akan memberikan impact signifikan yang maksimal dalam memberikan materi kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam meningkatkan partisipan pilkada, ke-lima, dalam meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum memiliki strategi yang adaptif dalam meningkatkan partisipatif melalui berbagai program dan pemanfaatan media sosial yang infallible.


Metodologi Penelitian
Peneliti melaksanakan penelitian dengan berfokus pada lembaga Komisi Pemilihan Umum secara khusus, pasalnya lembaga tersebut merupakan suatu lembaga yang vital akan peran dan fungsinya dalam pilkada. Peneliti berusaha melakukan penelitian dengan melihat beberapa aspek penting salah satunya peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipan di lingkup mahasiswa, kedua, strategi yang digunakan lembaga untuk meningkatkan literasi pendidikan politik bagi pemilih pemula.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, literature review, dokumentasi dan pendekatan induktif (Safrudin et al., 2023). Menggunakan teori-teori Peran oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, dimana ada tiga dimensi yang dilihat yaitu Peran sebagai Kebijakan, Peran sebagai Alat Komunikasi, dan Peran sebagai Strategi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan .

Hasil dan Pembahasan

A.Gambaran Umum Lokasi KPU Kabupaten Kudus
Kantor KPU Kabupaten Kudus provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Ganesha Raya No.4, Purwosari, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59332, Indonesia. KPU Kabupaten Kudus memiliki tugas sebagai lembaga pengatur, pengelola dan pelaksana pemilu untuk daerah Kabupaten KudusMelalui kantor ini, pengurusan pemilu pada wilayah atau daerah diproses. Fungsi dan tugas KPU ini diantaranya merancang anggaran Pemilu, mengelola data pemilih, menjalin kerjasama dengan instansi lain terkait lokasi pemilihan umum, menyiapkan bahan kebutuhan pemilu seperti kursi tenda, mengumpulkan hasil pemilu, mengolah hasil pemungutan suara, menerima aduan terkait pemilu, melakukan sosialisasi pemilihan umum, menerima pendaftaran calon pemimpin daerah baik calon legislatif (caleg), bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakilnya, gubernur dan wakilnya dan jabatan politik lainnya (IDalamat, 2024).

B. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kudus Tahun 2024 Melalui Panggung Hiburan 
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Gambar. 1 Dokumentasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Melalui Panggung Hiburan di Institut Agama Islam Negeri Kudus 2024
Sumber : KPU Kudus 2024

Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu terdiri dari KPU di tingkat nasional, KPU Provinsi, dan KPU di tingkat Kabupaten atau Kota. KPU, sebagai lembaga pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, secara berturut-turut, memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemilu, terutama setelah pemilihan kepala daerah masuk ke dalam kerangka pemilihan umum kepala daerah. Fungsi dan peran KPUD Kabupaten/Kota tetap sejalan dengan KPU Kabupaten. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi perbedaan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, meskipun secara substansial keduanya memiliki peran yang sama dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dalam hal ini yaitu KPU Kabupaten Kudus, berikut tugas yang dilakukan: a) menguraikan program dan melaksanakan alokasi dana yang telah disetujui. Pelaksanaan semua proses dalam administrasi kabupaten/kota harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) Koordinasi dan pengawasan terhadap langkah-langkah administratif yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah tugasnya. c) Mengirimkan daftar pemilih kepada KPU provinsi. d) Memperbarui data pemilih dengan menggunakan data terbaru dari pemilihan sebelumnya, dengan memperhatikan informasi penduduk yang disediakan oleh Pemerintah, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih resmi. Selain itu, melakukan dan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan laporan hasil penghitungan suara di tingkat PPK. e) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikatnya, yang harus diserahkan kepada saksi dari partisipan pemilu, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi. f) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang terpilih sesuai dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan, serta membuat berita acara terkait hal tersebut. g) Merespons segera temuan dan laporan yang diterima dari Bawaslu kabupaten/kota. h) Menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan tugas-tugas serta kewenangan KPU kabupaten/kota kepada masyarakat, i) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan untuk setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilu (Rahman et al., 2024).
	Partisipasi merupakan konsep dimana seseorang mampu untuk melaksanakan tindakan dan moralnya dalam melaksanakan suatu perintah dengan berlandaskan emosional dalam memberikan pilihan, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, tentunya suatu lembaga perlu mendistribusikan atau memikirkan strategi yang efektif untuk menggait partisipasi (Wibowo et al., 2020). Meningkatkan partisipan dalam berpartisipasi perlu mengemas suatu kegiatan dengan melihat latar belakang partisipan dan lingkungan, agar dalam menyampaikan sebuah informasi terkhusus pada konsep sosialisasi mampu berjalan secara kondusif dan mampu memberikan image secara signifikan terhadap partisipan (Usman & Putri, 2022). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus memberikan solutif terkait sosialisasi yang dikemas melalui panggung hiburan, hal tersebut dilandaskan pada aspek preferensi mahasiswa dalam suatu kegiatan atau melihat kondisi lingkungan sosial dengan mempertimbangkan hal apa yang digandrungi dalam suatu struktural sosial di tempat tertentu, yang nantinya kegiatan akan berjalan dengan kondusif.
	Sosialisasi yang diadakan dikampus Institut Agama Islam Negeri Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus, tentunya akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pemilih pemula menjadi sasaran utama dalam menyongsong suara yang maksimal dalam pemilihan kepala daerah, pemilih pemula cenderung yang terkategori usia labil, dengan emosional dan rasional yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, konflik partai dan ketidakstabilan dalam menentukan preferensi calon kandidat menimbulkan problematik yang krusial dalam memberikan suaranya. Sosialisasi yang diadakan melalui pangggung hiburan tentunya akan menimbulkan ketertarikan partisipan, dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus akan menimbulkan respon secara kognitif dalam meningkatkan partisipasi di kalangan mahasiswa, materi yang disampaikan mencakup tentang, pertama, menjadi pemilih cerdas, kedua, sekema dalam memberikan suara ke TPS, ketiga, membedakan antara pemilihan umum dan kepala daerah, keempat, tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kudus dan Badan Adhoc kelima, menjelaskan terkait money politic. (Rozaq et al., 2024).
	Goes To Campus merupakan salah satu program Komisi Pemilihan Umum Kudus dalam meningkatkan partisipasi dikalangan pemilih pemula, sosialisasi dilaksanakan melalui sebuah kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK), tentu partisipan yang hadir dalam kegiatan notaben yang masih terkategori di usia 17-21 Tahun, kegiatan tersebut berjalan sesuai kaidah dan harapan yang dilaksanakan oleh lembaga KPU Kudus.  Pelaksanaan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 menjadikan lembaga pelaksana pemilihan umum bekerja dengan maksimal, dalam kegiatan Goes to Campus di Institut Agama Islam Negeri Kudus, dihadiri langsung oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yaitu Ahmad Amir Faisol, dengan jajaran komisioner dan dibantu oleh badan Adhoc dalam pelaksanaan sosialisasi, dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan hari kemerdekaan menjadi acara semakin meriah dan semangat para partisipan muda terbilang kondusif sampai akhir dengan dihadiri oleh mahasiswa 1000 lebih.
	Sosialisasi yang dilaksanakan bukan hanya sebagai acara formalitas, tetapi juga diharapkan mampu untuk membangun informasi yang estafet, dimana dalam sosialisasi tentang peran penting pemilih pemula dalam memberikan hak suaranya nantinya diharapkan mampu meningkatkan partisipan. Sosialisasi yang didapatkan langsung oleh mahasiswa melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus diharapkan mampu untuk menyampaikan informasi selanjutnya kepada kerabat, saudara dan warga sekitar. Hal tersebut disampaikan secara langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh media IJTI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus melalui platform Youtube.
“ Pertama memang sosialisasi, kedua, kami mengharapkan partisipasi aktif  termasuk dari temen temen mahasiswa, nanti diluar ketika pulang dari kampus bisa menularkan dan mensosialisasikan tahapan pemilu pilkada dan tanggal  27 November bisa berbondong bondong ke TPS” Ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, 27/8/2024

Ada dua kontribusi utama dalam hal sosialisasi terhadap kehidupan kita. Pertama, sosialisasi memberikan kepada masyarakat sebuah platform untuk terlibat dalam masyarakat secara efektif. Kedua, hal ini menjadikan masyarakat yang berkelanjutan, karena tanpa sosialisasi, hanya akan ada satu generasi, sehingga sangat mengganggu kemampuan masyarakat untuk mempertahankan diri (Muzahid Akbar Hayat et al., 2021). Misalnya, jika suatu generasi tidak menanamkan nilai-nilai budaya Sunda, Jawa, dan Batak kepada generasi berikutnya, maka budaya-budaya tersebut perlahan akan hilang fitelan zaman. Proses dari sosialisasi perlu dilakukan dalam beberapa keadaan yang berbeda sebelum kedua hal ini dapat terjadi. Ada dua jenis warisan, yaitu warisan sosial dan warisan biologis. Sosialisasi melibatkan perolehan dari kebiasaan yang masyarakat lakukan. Setiap pendatang baru dalam suatu masyarakat harus mempelajari adat istiadat yang sudah ada di lingkungan tersebut, antara lain yang berkaitan dengan ekonomi, kekerabatan, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya, melalui proses yang disebut sosialisasi. Analisis dari konteks sosial, konteks budaya, interaksi sosial, dan perilaku sosial masyarakat yang bersangkutan saling berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwasanya di antara sistem sosial lainnya, sosialisasi merupakan bentuk persatuan yang paling signifikan karena telah melibatkan partisipasi baik dari individu anggota, masyarakat maupun kelompok dalam satu system (S & Rafni, 2024). 
Proses sosialisasi akan terus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Para ahli membahas strategi sosialisasi dalam konteks ini, termasuk sosialisasi setelah memasuki masa kanak-kanak. Menurut pendapat di atas, sosialisasi mencakup seluruh kegiatan masyarakat yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kegiatan tersebut antara lain yaitu dari segi pendidikan, yang dimulai dengan pelatihan atau pendidikan dasar kemudian berlanjut ke tahap penerapan atau penggunaan nyata sebelum berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Pengertian sosialisasi menurut Wright adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan dari orang lain. Sosialisasi merupakan Sifat manusia yang pada dasarnya menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah puas mempelajari sesuatu yang belum mereka ketahui, misalnya norma-norma sosial yang perlu mereka pelajari agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar . Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah istilah luas yang dapat dipahami sebagai suatu proses di mana kita memperoleh keterampilan hidup yang penting melalui interaksi dengan orang lain. Keterampilan tersebut meliputi berpikir, merasakan, dan bertindak. dalam menghasilkan keterlibatan sosial yang berhasil (Oktama Andriyendi & Fitria Dewi, 2023)  .
a. Perencanaan sosialisasi 
Sosialisasi perlu dilakukan sebuah perencanaan untuk berhasil dalam mencapai tujuan, diperlukan perencanaan sosialisasi yang tepat. Berikut adalah beberapa perencanaan sosialisasi yang harus dipertimbangkan: 1) Dalam proses formulasi dan penetapan tujuan jangka panjang, kejelasan perencanaan sangat penting. Ini tercermin dalam penentuan tujuan, sasaran, serta identifikasi ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan organisasi dalam pelaksanaan sosialisasi. 2) Ketika memilih tindakan, langkah ini melibatkan penentuan metode sosialisasi yang sesuai dengan berbagai pilihan yang tersedia: a) Penyuluhan mengenai peran Komisi Pemilihan Umum kepada pemilih pemula, serta pentingnya 14 peran pemuda dalam demokrasi, serta peran kunci pemuda dalam kemajuan suatu daerah disampaikan kepada mahasiswa. Mereka memiliki keterbatasan pengalaman dan pemahaman tentang proses pemilihan umum karena belum pernah berpartisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilihan umum, mengingat jumlah pemilih pemula yang cukup signifikan (Dewi et al., 2022). 
Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada mahasiswa merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberikan pemahaman kepada calon pemilih di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang mampu memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan secara bijak. Melalui sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa dapat menyebarkan kesadaran kepada masyarakat agar mereka secara sukarela memilih dengan bijaksana dan memahami konsep pemilih yang cerdas. c. Dalam pengalokasian sumber daya ini, fokusnya lebih pada memberikan panduan teknis kepada petugas pemilu dan panitia ad hoc. Ini dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi-materi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu. Ini juga mencakup komunikasi mengenai kewajiban aktif para penyelenggara pemilu dalam menyosialisasikan dan melaksanakan tahapan-tahapan yang telah dijadwalkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang harus dipatuhi dan dijalankan (Huckle & Silva, 2020).
b. Pengertian Humas 
Humas adalah bagian dari manajemen yang bertugas mengevaluasi pandangan masyarakat, prosedur organisasi, serta kebijakan, dan mengembangkan program-program untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari publik. (Khopipah et al., 2023) menyatakan bahwa Humas adalah pendekatan strategis yang menggunakan berbagai konsep komunikasi, dengan perkiraan bahwa perkembangannya akan sangat cepat di masa depan. Abdurrahman memberikan dua pengertian Humas: sebagai teknik komunikasi dan sebagai metode komunikasi. Dari uraian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Humas adalah bagian dari fungsi manajemen yang bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya, yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi atau instansi tersebut. Humas dalam organisasi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan komunikasi yang baik dengan publik, baik itu publik internal maupun eksternal (Bariroh, 2021). Sebagai bagian integral dari sebuah entitas, Humas memiliki peran penting yang memengaruhi jalannya aktivitas organisasi atau instansi. Selain sebagai penghubung komunikasi, tugas utama Humas adalah membentuk citra positif bagi organisasi atau instansi tersebut. Peran utama dari divisi Humas adalah menciptakan, memperkuat, serta melindungi reputasi organisasi di mata masyarakat. Dengan demikian, Humas bertanggung jawab dalam menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan publik sebagai upaya untuk mempertahankan citra yang baik .
c. Peran Humas 
Dalam konteks organisasi, terutama dalam lingkup pemerintahan, fungsi humas memiliki posisi yang sangat strategis. Humas tidak hanya bertanggung jawab dalam membangun hubungan yang baik antara organisasi dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat citra institusi pemerintah (Putri et al., 2024). Dalam kerangka ini, pendekatan humas yang paling ideal adalah yang bersifat simetris dan berorientasi pada komunikasi dua arah. Peran humas pemerintah meliputi memberikan klarifikasi terhadap informasi yang keliru atau merugikan pemerintah, serta menyampaikan kebijakan dan informasi terkini kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat citra positif pemerintah di mata publik. Keberadaan humas dalam instansi dan lembaga pemerintah menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat modern, di mana mereka bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan operasional organisasi di berbagai bidang dan lokasi. Meskipun demikian, teknik yang digunakan dalam praktik humas pemerintah tidak jauh berbeda dengan teknik yang digunakan dalam humas di sektor lain, yakni fokus pada penyampaian informasi dan komunikasi yang efektif.


C. Partisipasi Pemilih Pemula
Pemilih mu pada Pemilu merupakan kelompok baru dengan ciri-ciri dan pengalaman yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mayoritas dari mereka adalah pelajar, memiliki status ekonomi yang baik, dan tinggal di perkotaan. Mereka sangat terbiasa dengan teknologi, menggunakan berbagai perangkat seperti handphone, laptop, dan gadget lainnya dengan lancar. Aktif di media sosial seperti Twitter (Morales et al., 2024), Facebook, dan LinkedIn, mereka cenderung terbuka terhadap pembelajaran baru, kritis, dan mandiri. Tantangan yang dihadapi oleh pemilih muda sangat kompleks, dari perubahan politik hingga isu-isu global seperti perdagangan bebas dan terorisme. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan karakter dan tantangan mereka sangat penting untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas dan berorientasi masa depan, terutama karena mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Para pemilih pemula dalam politik, yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, memiliki orientasi politik yang dinamis dan dapat dipengaruhi oleh kondisi dan faktor-faktor tertentu. Kehadiran mereka menjanjikan dalam pemilihan umum karena dapat memengaruhi posisi strategis calon kandidat (Andriani, 2021).
Partai Politik dan calon kandidatnya telah mulai mengakui betapa pentingnya peran pemilih muda dalam Pemilu. Selama dua tahun terakhir, mereka telah aktif mengejar suara pemilih muda dengan berbagai strategi kampanye. Ini menunjukkan kesadaran akan signifikansi suara generasi muda dan upaya untuk meningkatkan partisipasi mereka. Namun, perhatian khusus masih diperlukan dalam meningkatkan pemahaman politik di kalangan pemilih muda, yang sering kali masih kurang teredukasi dalam hal politik. Peran vital yang dimiliki oleh generasi muda dalam konteks masa depan demokrasi sangatlah penting. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengambil bagian aktif dalam proses kemajuan bangsa Indonesia, baik secara keseluruhan maupun di tingkat daerah. Ini melibatkan keterlibatan mereka dalam menjalankan pilihan politik yang diambil secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Pemilih pemula harus menjadi pionir dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat, adil, aman, jujur, dan sejahtera demi kemajuan bangsa Indonesia. Generasi muda harus memainkan peran utama dalam memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat luas, serta menolak praktik money politik yang telah menjadi kebiasaan di kalangan para calon legislatif saat ini (Eckstein et al., 2024). 
Pendidikan politik yang masih kurang memadai menyebabkan kelompok ini rentan untuk dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Sebagai contoh, pemilih muda sering kali dipengaruhi untuk mendukung salah satu pasangan calon tanpa pemahaman yang mendalam mengenai alasan di balik pilihannya. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk perang iklan dan pengaruh sosial media (Khajehsarvi & Tangestaninejhad, 2022). Terdapat beberapa indikasi dalam tulisan tersebut, seperti pemahaman yang kurang mengenai proses pemilu sehingga mengakibatkan pemilih pemula tidak menggunakan hak suaranya, rentannya pemilih pemula terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama dari lingkungan terdekat seperti keluarga, dan kurangnya minat pemilih pemula untuk mengikuti penjelasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mendorong partisipasi mereka (Almuntasor et al., 2022). 
Partisipasi merupakan konsep yang penting, diambil dari bahasa Inggris "participation", yang mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aktivitas Dalam konteks kamus politik, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif atau dukungan terhadap suatu kegiatan atau rencana besar. Partisipasi politik mencakup segala bentuk aksi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk turut serta dalam kehidupan politik. Contohnya termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam kegiatan partai politik. Menurut Davis, partisipasi politik mencakup aspek mental dan emosional yang mendorong seseorang untuk memberikan  kontribusi atau bertanggung jawab terhadap tujuan atau visi kelompok yang didukungnya (Setiawan & Djafar, 2023).
D. Faktor-faktor Pemilih Pemula 
Menurut Milbrath yang dikutip dalam Sastroatmodjo, terdapat empat faktor yang dapat memengaruhi partisipasi politik seseorang, termasuk pemilih pemula. Pertama, keterbukaan dan sensitivitas seseorang terhadap rangsangan politik, baik melalui kontak pribadi, keterlibatan dalam organisasi, maupun melalui media massa, dapat mempengaruhi keaktifan politik mereka. Melalui eksposur aktif terhadap perkembangan politik melalui media massa, seseorang dapat memiliki informasi yang memadai untuk merespons dan berpartisipasi dalam aktivitas politik. Namun, penting untuk diingat bahwa tanggapan terhadap rangsangan politik ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman, dan kepribadian individu (Antono, Budi; Solihah, 2021). Oleh karena itu, pemilih pemula cenderung termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum karena adanya dorongan atau rangsangan dari media massa atau elektronik. Menurut Milbrath, alasan kedua terkait dengan karakteristik sosial individu adalah bahwa faktor-faktor seperti status ekonomi, latar belakang etnis, usia, jenis kelamin, dan kepercayaan agama memiliki dampak pada keterlibatan politik seseorang. Para pemilih baru memiliki beragam karakteristik sosial pribadi, tetapi meskipun berbeda-beda, banyak dari mereka yang menyadari pentingnya hak politik mereka sebagai warga negara. Mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dengan mengunjungi tempat pemungutan suara di wilayah tempat tinggal mereka sesuai dengan undangan yang mereka terima (Alfatah, 2025). 
Ketika seseorang berada dalam lingkungan politik dan sistem partai di negara demokratis, mereka cenderung terlibat aktif karena partai-partai politik berusaha untuk mendapatkan dukungan luas dan mewakili kepentingan rakyat. Para pemilih pemula memiliki ragam karakteristik sosial (Averus & Alfina, 2020), tetapi sebagian besar dari mereka menunjukkan kesadaran dan kepedulian akan hak politik mereka serta peran mereka dalam masyarakat. Saat ini, faktor-faktor yang memengaruhi pemilih pemula sangat beragam. Banyak calon legislatif yang hanya berjanji tanpa tindakan nyata, menyebabkan ketidakpercayaan pemilih pemula terhadap para calon pemimpin dan wakil rakyat. Selain itu, praktik money politik juga menjadi masalah yang signifikan di kalangan pemilih pemula, membuat generasi muda menjadi apatis terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya teladan positif dari para pemimpin saat ini, yang tidak memberikan contoh yang baik bagi generasi muda .









Kesimpulan
Dari hasil tersebut, kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:
1. Peran yang dilakukan KPU Kabupaten Kudus dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sudah secara optimal tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi di media sosial belum optimal karena bentuk sosialisasi yang dilakukan terkesan kuno dan lamban dalam penyampaian informasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi pemilih yaitu faktor partai politik, sosialisasi politik dengan relawan, dan faktor kesadaran politik.
2. Faktor yang dapat memengaruhi partisipasi politik seseorang, termasuk pemilih pemula. Pertama, keterbukaan dan sensitivitas seseorang terhadap rangsangan politik, baik melalui kontak pribadi, keterlibatan dalam organisasi, maupun melalui media massa, dapat mempengaruhi keaktifan politik mereka. Kudus, seperti status ekonomi, latar belakang etnis, usia, jenis kelamin, dan kepercayaan agama memiliki dampak pada keterlibatan politik seseorang. Selain itu, banyak calon gubernur dan bupati yang hanya berjanji tanpa tindakan nyata, menyebabkan ketidakpercayaan pemilih pemula terhadap para calon pemimpin.
Saran
1. Untuk memajukan pendidikan pemilih yang terinformasi, sangat penting untuk melakukan kegiatan komunikasi yang teratur dan berkelanjutan, tidak hanya selama pemilihan umum atau pemilihan lokal. Hal ini sebaiknya ditanamkan dalam rutinitas masyarakat, khususnya di kalangan pemilih pemula, untuk aktif berpartisipasi dalam setiap proses pemilihan.
2. KPU sebaiknya memberdayakan kaum muda untuk mendirikan komunitas dan inisiatif yang berfokus pada demokrasi, yang akan membantu dalam menyebarkan kegiatan KPU.
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